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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260 dan Pasal
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2021-2026;

BUPATI BIMA,

DEHGAN RAHllAT TUHAN YANG MAlIA ESA

RElfCAlfA PE.llBAlfGUlfAlf JAlfGKA MElfElfGAH DAERAH
KABUPATEN BIllA TAHUN 2021 - 2026

TElfTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 5 TABUN 2021

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan s.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemb g Nlstem
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104aranT bahegara
Lemb ,am an
m aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. ~n~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
enmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 J Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- U~dang. Nomor

Kasubbid Kabld Sek
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~~~un 20_20 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

e tas Slstem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
oro v·na irus Disease 2019 (COVID-19)danyatau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cam Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tabun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;

--
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24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Nasional
Tabun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerab Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubaban
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019
tentang Klasifikasi, Kodeftkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tabun 2008 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tabun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2010 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang perubaban Peraturan Daerah nomor
1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 171);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005
tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRDKabupaten Bima.

4. Bupati adalah Bupati Bima.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dan barang Daerah.

6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka.
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan KerjaPerangkat Daerah.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BlMATAHUN
2021-2026.

Menetapkan

MEMUTUSKAlf :

Deagan PersetuJuan Bersama
DEWAR PERWAKILAB RAKYATDAERAB KABUPATEII B~

dan
BUPATI BIMA,

Tahun 2011 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sima Tahun 2011 Nomor 47);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sima (Lembaran Daerah Kabupaten Sima
Tahun 2016 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten BimaTahun 2016 Nomor76);
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24.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang

I K~hld I~id 1;;1

23.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bima yang memuat visi, misi dan arab pembangunan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun
2005 sampai dengan tahun 2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMDadalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bima yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan
RPJMNasional serta RPJPD Provinsi NTBdan RPJMDProvinsi NTB;

10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk
menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perangkat Daerah adalah rencana
strategis bisnis lima tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya
disingkat RTRWKabupaten Bima adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bima;

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang selanjutnya
disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bima untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan;
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Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Pennasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran

c. Bab III
d. Bab IV
e. BabV

Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 di susun sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Gambaran Umum KondisiDaerah

Pasal3

BAB III
SISTEMATlKA

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang
menggambarkan :

a. Visidan misi Bupati dan WakilBupati terpilih, dan

b. Tujuan, sasaran , strategi arah kebijakan pembangunan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud paa ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat
Daerah.

Pasa12

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021'?2026

modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa:

25. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu
sub unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang
modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;

26. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah;

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten
Bima.
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(1) Perubahan RPJMD dilakukan apabila:

a. terjadi perubahan aturan yang mendasari pembentukan peraturan
ini;

Pasal6

BABV
PERUBAHANRPJMD

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal5

BABIV
PENGENDALIANDANEVALUASI

Pasal4

(1) lsi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2) Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Strategis atau Strategi Bisnis untuk BLUD dan sebagai acuan
untuk: seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026.

h. Bab VIII
i. Bab IX

g. Bah VII

Stratezi Arab K biiakan
OA' e 1J dan Program Pembangunan

Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penutup

f. Bab VI
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(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib
menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun
berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD
baru tersusun serta. sasaran pokok arab kebijakan RPJPD Kabupaten
Bima 2005-2025 dan mengacu pada RPJMNdan RPJMD Provinsi NTB.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalarn
penyusunan APBD tahun pertama periocle pemerintahan Bupati
berikutnya.

(3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

(4) Dokumen RPJMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini
ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen
RPJMDyang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sampai dengan ditetapkannya RPJMD bam.

Pasal 7

BABVI
KETENTUAN PERALlHAN

b. berdasarkan hasil pengendali d
k b an an evaluasi tidak sesuai denganper em angan keadaan atau .

ditetapkan 1 h p,' penyesuaum terhadap kebijakan yang
o e emenntah Pusat: dan/atau

c. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan RPJMD bazai .se agairnana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan

dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam. hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan
yan~ tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alarn, atau perubahan
k~bIJakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat
dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.

(4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial
danj'atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah
target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka
penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BlMA TAHUN 2021 NOMOR ...~.b ..
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BlMA PROVINSI
NUSA TENGGARABARAT: S~. TAHUN 2021

H.M. TAUFIK HAK

,

~Hj.IND

- '0 - 2021

Diundangkan eli Bima
pada tanggal, ~ - (0 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Peratur D Pasal c
an aerah ini rnul . be

Agar setiap orang menge~ .rlaku pada. tanggaldiundangkan.
Daerah ini dengan UInyamemenntahkan pengundangan Peraturan
Birna, penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ketentuan lebih 1 . Pasaj 8
ditetapkan atlJut mengenai 1

dengan PeraturanBu ~ aksanaan dari Peraturan Daerah inipatio

BAS VII
KE'rENTUAN PENUTUP


